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ABSTRAK

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

Menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera,
menjadi cita-cita setiap umat manusia. Untuk merealisasikannya diperlukan
aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat. Aturan-aturan tersebut bisa berjalan
secara efektif jika ada suatu lembaga yang memaksa, yang dikenal dengan istilah
negara.

Untuk mengatur negara diperlukan pemimpin yang mempunyai kriteria-
kriteria agar sesuai dengan harapan rakyat.

Islam mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah swt, yang
merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara. Sudah merupakan
fakta sejarah bahwa Nabi Mumammad saw. Disamping sebagai rasul juga sebagai
kepala negara, dan panglima tertinggi dalam suatu negara.

Kajian tentang Syarat-Syarat Kepala Negara menurut al-Mawardi
merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi jika melihat
fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada
penyusun untuk menyingkap pemikiran al-Mawardi dan relevansinya di
Indonesia.

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa
yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini mempergunakan
pendekatan sejarah. Dengan demikian dapat diketahui kehidupan dan pemikiran
tokoh dalam kaitannya dengan Kondisi sosio-historis yang melatarbelakanginya
saat itu

Berdasarkan pendekatan ini, terungkap bahwa pemikiran politik al-
Mawardi tentang syarat kepala negara masih bisa diimplementasikan untuk dunia
Islam maupun di Indonesia.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Mentri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

f Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

- Ba’ B Be

< Ta 3 Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

d Ha’ H Ha (dengan titik di bawah)
c Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
3 Ra’ R Re

3 Zai Z Zet

o Sin S Es

18 Syim Sy Es dan Ye
Ul Sad S Es (dengan titik di bawah)
ua Dad D De (dengan titik di bawah)
35} Ta T Te (dengan titik di bawah)
35} Za Z Zet (dengan titik di

bawah)
4 ‘Ain ‘- Koma terbalik (di atas)
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£ Gain G Ge
o Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
e Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
6 Ha’ H Ha
& Hamzah ‘- Apostrof
7 Ya’ p( Ye

B. Konsonan Rangkap :
Konsonan yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.
Contoh: J3i = nazzala.

(%2 = bihinna.

C. Vokal pendek :
Fathah ( © ) ditulis a, Kasrah () ditulis I, dan Dammah () ditulis u.

Contoh: eal = ahmada;3. = rafiga;zle = saluha.

D. Vokal Panjang:

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditullis T dan bunyi u panjang ditulis
T, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.
Contoh:

1. Fathah + alif ma’sturah ditulis a: & ditulis fala.
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-

J.

Kasrah + Ya’ mati ditulis i:(# ditulis misaq.

Dammah + Wau mati ditullis u: Js<! ditulis usal.

E. Vokal Rangkap :

1.

2.

Fattah + Ya’ mati ditulis ai: J» 3 ditulis az-Zuhaili

Fattah + Wawu mati ditulis au:4eg¥ &4 ditulis Sauq al-Hammah.

¥. Ta’Marabutah di Akhir Kata :
Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap kedalam bahasa

Indonesia, seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz

aslinya.

Contoh: ¢aal 43 ditulis bidayah al-Mujtahid.

G. Hamzah :

1.

LI

bila terletak diawal kata, hamzah ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya: ¢! ditulis inna.

Bila terletak di akhir kata, hamzah ditulis dengan lambing apostrof ():Us
ditulis wat’un.

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, hamzah ditulis
sesuai dengan bunyi Vokalnya:%‘iu ditulis raba’ib.

Bila terrletak di tengah kata dan dimatikan, hamzah ditulis dengan

lambing apstrof (*):¢93 itulis ta’’khuzina.
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H. Kata sandang :
1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis J! (al) Ditulis al-Baqarah? Al

2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf J (lam) akan berbunyi huruf syamsiyah

yang bersangkutan:sWsill ditulis an-Nisa’.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, telah
lama menjadi agenda pemikiran umat manusia. Gagasan itu pada gilirannya
mengilhami umat manusia untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang bersifat
mengikat.” Akan tetapi kita disadari bahwa seperangkat aturan-aturan tersebut
tidak mungkiﬁ bisa berjalan secara efektif tanpa adanya suatu lembaga yang
memaksa, maka dibuatlah suatu “lembaga” yang kemudian dikenal dengan istilah
negara. Menurut pakar nasionalisme yang terkenal, Hans Kohn mengatakan :
Negara merupakan suatu bentuk formal organisasi politik, budaya dan ekonomi
negara-bangsa telah ada sejak tahun 1815.”

Definisi negara menurut R. Kranenbﬁrg adalah suatu organisasi kekuasaan
vang diciptakan oleh komunitas sosial yang disebut “bangsa”. Negara merupakan
dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik,
mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menertibkan

gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.*

" Inu Kencana Syaf’i, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Jakarta: Eresco, 1992), him. 38.

? Karim M. Rusli, Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi,
cet. . ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), him. 1

’ L. Amin Widodo, Figh Siyasah dalam Sistem Keregaraan dan Pemerintahan, cet. 1
(Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994), him. 9.

* Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar limu Politik, cet. ke-14 (Jakarta:PT. Gramedia
Persada, 1992), hlm. 38.




Tentang terjadinya atau timbulnya suatu negara dapat dikemukakan

beberapa teori yang antara lain sebagai berikut:’

1.

[FS]

Teori Kenyataan: Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan.
Apabila suatu ketika sudah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat,
dan pemerintahan yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu
sudah menjadi suatu kenyataan.

Teori Ketuhanan: Timbulnya suatu negara itu adalah atas kehendak Tuhan.
Segala  sesuatu  tidak akan terjadi  apabila Tuhan tidak
memperkenankannya.

Teori Perjanjian: Timbulnya suatu negara itu karena perjanjian yang
diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas
satu sama lain tampa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya
kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin.

Teori Penaklukan: Timbulnya suatu negara itu karena serombongan
manusia menaklukan daerah dan dan rombongan manusia lain. Agar
daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang
berupa negara.

Keinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, tidak

cukup hanya dengan rumusan hukum dan negara saja, melainkan melibatkan

berbagai prasarana yang harus dipenuhi. Selah satu hal yang dianggap penting

dalam hubungan ini adalah, bagaimana menentukan kriteria-kriteria seorang

pemimpin yang bakal menjadi kepala negara dalam suatu pemerintahan. Kriteria

>Drs. CS. T. Kansil, SH. Sistem Pemerintahan Indonesia, cet. . ke-5 (Jakarta: Aksara

Baru, 1985), him. 2-3.




(%]

kepala negara dianggap penting, karena ditangan merekalah hidup matinya suatu
negara dan ditangan mereka pulalah nasib rakyat digantungkan.

Dalam figh Islam pembahasan tentang kepala negara termasuk dalam figh
siyasah. Bidang bahasan figh siyasah sendiri ada empat, yaitu: figh Dusturi, figh
Dualy ‘Am, figh Khas. Figh Dusturi menitikberatkan pembicaraannya pada
masalah ilmu kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang menyangkut
persoalan antara lain /mdmah dengan hak dan kewajibannya. Figh Maly
membicarakan tentang sumber dan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan figh
Dualy ‘Am dan Dualy Khas membicarakan tentang hubungan satu negara dengan
negara lain.’ Dengan demikian pembahasan tentang kepala negara masuk dalam
figh Dusturi.

Islam mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah swt, yang
merupakan suatu amanah kepéda manusia untuk dipelihara, dan digunakan
dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prisip dasar vang dapat di
pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Oleh karena kekuasaan merupakan
amanah, maka wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kekuasaan itu
dengan sebaik-baiknya, haruslah diperlukan suatu mekanisme yang merupakan
wadah atau alat untuk mewujudkan kekuasaan tersebut dalam kehidupan

bernegara.’

® L. Amin Widodo, F: igh Siasah: Dalam Hubungan Internasional, cet. ke-1 (Yogyakarta:
PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 1.

" H. M. Daud Ali, dkk., Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosiologi dan Politik, cet. .
ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 121.




Sudah merupakan fakta sejarah bahwa Nabi Mumammad saw. Disamping
sebagai rasul juga sebagai kepala negara, dan panglima tertinggi dalam suatu
negara. Negara itu tidak lain adalah Madinah namanya, yang dulu bernama
Yasrib, dengan undang-undangnya Piagam Madinah.

Al-Mawardi memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah di-
maksudkan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan menga-
tur dunia.® Karena demikian pentingnya peran dan fungsi yang dimainkan oleh
seorang Kepala Negara, maka beliau merumuskan berbagai syarat yang harus
dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi kepala negara. Begitu juga dengan para
ulama lain seperti Ibnu Hazm, al-Juwaini, al-Ghazali dan sebagainya, juga telah
menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bermaksud
menjadi kepala negara.”

Prof. Dr. M. Yusuf Musa mengatakan, “cara akal dan hukum, sudah se-
layaknyalah orang yang memegang jabatan kepala negara itu adalah orang yang
ahli dan mumpuni”. '

Keharusan adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak
dapat dipungkiri lagi baik oleh norma sosial maupun norma agama (Islam).
Dimana komunitas tersebut dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial dalam

rangka memenuhi kebutuhannya.

® Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Nagara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, alih
bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. ke-1 (Jakarta, Gema Insani Press,
2000), him. 15.

° M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, alih bahasa oleh M. Thalib (Surabaya:
Al-Ikhlas, 1990), him.59-63.

M. Yusuf Musa, Politik dan Negara, him. 69.




Abul 2’la al- Maududi menegaskan bahwa kepemimpinan diselenggarakan
sebagai pengganti fungsi kenabian dalam agama mengatur dunia.'’ Pemimpin
dalam Islam berfungsi sebagai satu kekuatan untuk menjaga keabsahan
pemberlakuan hukum Tuhan di muka bumi. Sehingga pemimpin tidak diartikan
sebagai sebuah kekuatan yang hanya untuk mengatur pemerintahan dan
menentukan kebijakan publik namun dia juga mempunyai kebajikan untuk dapat
menjamin terlaksananya hukum tuhan dan menjaganya agar tetap tegak.

Sistem kepemimpinan negara, sepanjang rentang sejarah, sering
mengalami kerapuhan. Persoalan ini perlu dianalisis untuk mengetahui dimana
sebenarnya letak titik lumpuhnya sistem kepemimpinan dari masa ke masa yang
sampai saat ini belum membuahkan hasil yang berupa keselamatan dan
kesejahteraan umat.'”

Sedangkan kerapuhan sistem kepemimpinan sedikit banyak di pengaruhi
oleh adanya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan disebabkan karena makin
langkanya kepedulian pada kepentingan orang banyak, lingkungan masyarakat,
ada tiga hal yang menandai hal tersebut yaitu krisis komitmen, krisis kredibilitas
serta malah berkebangsaan dan kehidupan bermasyarakat yang tantangannya
makin hari makin kompleks. Kepemimpinan tidak cukup dengan mengandalkan

pada bakat dan keturunan.'®

" Abul a’la Al Maududi, Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, alih bahasa oleh
Drs. Asep Hikmat, cet. VII (Bandung: Mizan, 1996), him. 255.

' AM Saefuddin, Jjzihat Politik (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 146.

" Soetjipto Wirosarjono, Dialog Dengan Kekuasaan, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1995),
hlm 125.




Figur pemimpin dalam idealitas politik Islam mempunyai syarat yang
harus dipenuhi mengingat fungsinya sebagai pengatur negara dan penjaga agama.
Ibnu Taimyyah berpendapat, untuk menempati posisi kepemimpinan hendaknya
harus memenuhi dua kriteria berikut, yaitu quwwah (otoritas) dan amanat (Jujur
dan dapat dipercaya).'* Sedangkan al-Mawardi memberikan tujuh syarat yang
harus dipenuhi oleh calon kepala negara. Yaitu, Adil, mempunyai ilmu
pengetahuan yang dengannya mampu melakukan ijtihat, tidak cacat panca
inderanya, sehat jasmani, visioner, berani, dan berasal dari suku Quraisy."

Yang melatar belakangi al-Mawardi mengemukakan tujuh syarat bagi seorang
calon kepala negara tidak lepas dari situasi dan kondisi. Situasi politik di dunia
[slam pada masa al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai perten-
gahan abad XI M, tidak lebih dari masa Farabi, dan bahkan lebih parah.16 Semula
Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di
Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negara dengan ke-
kuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi ke-
mudian lambat laun cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota-
kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekua-

saannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia.'’

** Ibnu Taimiyah, Siasah Syari’ah: Etika Politik, alih bahasa Rofi’ Munawwar, Lc. cet.
ke-11 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 11-12.

" Al-Mawardi, Hukum Tata Negara, hlm. 18

" Munawir Sjadzli, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet-5 (Ja-
karta: UII Press, 1993), him. 58.

7 Ibid




Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang
demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal.
Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi
dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan yang se-
benarnya dan pelaksana pemerintah adalah pajabat-pejabat tinggi dan panglima-
panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa
wilayah.'®

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-
Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak
mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan khalifah yang berkebangsaan
Turki atau Persia, namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara
golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang bukan Arab dan tidak dari suku
Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan
beragama islam untuk menjabat wazir fafwidh atau penasehat atau pembantu utma
khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Al-Mawardi adalah satu tokoh utama
dari golongan terakhir ini. '°
Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 ten-

tang Pimilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab II Peserta Pemilu Presi-

8 Ibid,, hlm.59.

9 Ibid.




den dan Wakil Presiden Pasal 6 menyatakan, calon Presiden dan Wakil Presiden
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harus memenubhi syarat:

a.
b.

l rald

=

2

Bertaqgwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah mene-
rima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

Tidak pernah menghianati negara;

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewjibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden;

Bertempat tinggal dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang
memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara;

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/
atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang
merugikan keuangan negara;

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Terdaftar sebagai pemilih;

Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan
wajib pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi;

Memiliki daftar riwayat hidup;

Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama
dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945;

Tidak pernah dihhukum penjara karena melakukan tindak pidana
makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
Berpendidikan serendah-rendahnya; SLTA atau yang sederajat;

Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk
organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.
30. S/PKI;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih.

*® Andisastro Wijoyo (ed), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003
tentang Pimilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, cet. ke-1 (Surabaya: CV. Karina Anfaka
Perdana, 2003), him. 5-7.




Jika dihubungkan suksesi kepemimpinan nasional, dilihat dari kasus yang
dialami oleh seorang calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (Gus Dur)
dengan masa al-Mawardi, betapa pentingnya suatu persyaratan oleh seorang
pemimpin bangsa. Dua puluh persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presi-
den yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, menurut Gus Dur dunia politik itu
penuh dengan akal-akalan begitu juga dengan syarat seorang calon Presiden dan
calon wakil Presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)*!

Di antara syarat yang ditetapkan oleh al-Mawardi ada salah satu syarat
yang sangat sin¢rgis syarat seorang calon kepala yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pimilihan Umum Pre-
siden dan Wakil Presiden Bab II Pasal 6, dan itu menjadi suatu hambatan oleh
Gus Dur sebagai kandidat calon presiden

Agak ironis memang, di antara dua ratus juta rakyat Indonesia, ternyata
kesulitan untuk memilih seorang calon pemimpin bangsa yang bisa memperbaiki
kehidupan bangsa.**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan
urgen untuk meneliti dan melihat lebih jauh terhadap pemikiran politik al-
Mawardi tentang kepemimpinan, dan relevansinya terhadap perkembangan politik

Indonesia khususnya tentang syarat kepala negara.

*Y Soal dua puluh persyaratan calon Presiden, Kedaulatan Rakyar (Yogyakarta : 17 April
2004.)

“ Hazwan Iskandar Jaya, Memilih Pemimpin atau Penguasa, Kedaulatan Rakyat
(Yogyakarta : 23 Juni 2004), him. 10.
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B. Pokok Masalah
Bardasarkan uraian dalam latar belakang diatas serta untuk memperjelas
objek kajian, maka vang menjadi pokok masalah adalah :
a. Bagaimana pandangan al-Mawardi mengenai syarat kepala negara.
b. Bagaimana implementasi pemikiran Al-Mawardi dengan kondisi
Indonesia saat ini.
C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan tentang teori kepemimpinan dalam Islam, yang
meliputi pengertian, kedudukan dan serta hal-hal yang berkaitan dengan
teori tersebut.
b. Untuk menjelaskan pandang al-Mawardi tentang syarat kepala negara
dalam Islam, serta implementasi teori tersebut dengan masa kini.
2. Kegunaan
a. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan
pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembngan ilmu
pengetahuan, terutama dalam bidang figh siyasah, sebagai salah satu
bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. Dapat menghantarkan kepada para pengkaji, peneliti untuk membahas
lebih lanjut dan mendalam tentang syarat kepala negara dalam konsep

pemikiran al-Mawardi.
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D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi (peniruan) karya ilmiah serta untuk
menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka
yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sepengetahuan penyusun kepustakaan yang membahas pemikiran al-
Mawardi dari sudut pandang syarat kepala negara belum ada. Buku-buku yang
pernah ditulis, kebanyakan berbicara politik dalam pengertian yang sangat umum
sifatnya. Misalnya, berbicara masalah nasionalisme, demokrasi, hak-hak asasi
manusia dan sebagainya. Sementara yang mengulas secara khusus tentang kepala
negara syarat-syaratnya dalam pandangan al-Mawardi belum kami temukan.

Dari berbagai studi tentang pemikiran politikal-Mawardi di atas, ternyata
baru dilakukan oleh beberapa orang pengkaji saja. Di Indonesia misalnya,
perbincangan seputar pemikiran al-Mawardi belum ada yang membahas secara
khusus membahas tentang syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi.
Penelitian yang telah ada masih sebatas mengkaji pemikiran al-Mawardi di bidang
politik secara umum. Di antaranya adalah A. Malik Madany, artikel dengan judul
“Al-Mawardi dan Beberapa teori Politiknya : Telaah atas kitab al-Ahkam as-
Sulthaniyyah”, Samsul Anwar, artikel dengan judul “Al-Mawardi dan T eorinya
tentang khilafah”, Akhmad Patah, Thesis S2 dengan judul “Buku , Adab ad-
Dunyd wa ad-Din karya al-Mawardi : Telaah aspek kependidikan” dan penelitian
individunya dengan judul “Telaah Konsep Pendidikan al-Maward; dalam
Bukunya “Adab ad-Dunya wa ad-Din”, Mahmud Arif, Thesis S2 dengan judul

“Konsep Pendidikan Moral: Telaah atas pemikiran al-Mawardi”, dan Luthfi

2
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Hamidi, Thesis S2 dengan judul “Penguasa Dan Kekuasaan : Pemikiran politik
al-Mawardi”. Namun dari sekian banyak kajian yang telah ada, belum terdapat
vang membahas secara khusus kajian tentang syarat-syarat kepala negara dalam
pemikiran al-Mawardi.

Buku yang berhubungan al-Mawardi akan penyusun jadikan alat bantu
dalam kajian ini. Sumber primer dalam kajian ini adalah buku al-Ahkam as-
Sulthaniyyah, sebagai salah satu karya mumental al-Mawardi.

Untuk mempertajam daya analisis dalam pembahasan skripsi ini,
penyususn juga akan mempergunakan karya-karya lain yang ditulis oleh para
ulama dan cendikiawan muslim yang penyusun anggap memiliki kecocokan dan
kesinambungan ide atau gagasan dengan pemikiran al-Mawardi yang penyusun
jadikan obyek kajian dalam skripsi ini.

Karya-karya tersebut antara lain : Dimana Letaknya Negara Islam 7%
karya A. Hasyimi, kemudian karya M. Yusuf Musa yang berjudul Politik dan
Negara dalam Islam*" selain itu ada dua karya al-Maududi yang berjudul
Khilafah dan Kerajaan,25 Sistem Politik [slam,26 karya Ibnu Khaldun,
Mukaddimah,™ dan berbagai karya lainnya yang tidak mungkin penyusun

sebutkan satu persatu.

P A. Hasyimi, Dimana Letaknya Negara Islam ? (Surabaya: PT. Bina IImu, 1984).

24 M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990).

» Maududi, Khilafah dan Kerajaan, alih bahasa Muh. Al-Bakir (Bandung: Mizan, 1990).
% Maududi, Sistem Politik }szczm, alih bahasa Muh. Al-Bakir (Bandung: Mizan, 1990).

*” Ibnu Khaldun, Mukaddimah Tbnu Khaldun, alih bahasa oleh Ahmadie Thoha ( Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2001).




E. Kerangka Teoretik

Seseorang yang melaksanakan fungsi sebagai pemimpin negara atau

kepala negara dalam politik Islam disebut dengan khalifah.

Menurut teorinya Ibnu Kaldun seorang calon Kepala Negara harus

mempunyai beberapa syarat”® yaitu :

1.

|8}

Berpengetahuan.

Seorang Kepala negara hanya dapat melaksanakan hukum-hukum
Allah apabila ia menguasai hukum itu.

Keadilan.

Imamah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga
lain, tempat keadilan menjadi prasyarat.
Kesanggupan.

Seorang Kepala Negara hendaknya mampu berperang,
berdiplomatik, berperang, menegakkan dan melaksanakan hukum, serta
mampu berpolitik, mampu mengelola kepentingan umum.

Tidak cacat Anggota Badan.

Seorang Kepala Negara harus terbebas dari kebutaan, bisu
kehilangan ~anggota badan lainnya, karena dikhawatirka akan
mempengaruhi kebebasan bertindak.

Keturunan Quraisy.
Ibnu Khaldun. merasionalkan syarat keturunan Quraisy dengan

mencoba menunjukkan hikmah dibalik ketentuan syarat keturunan

2 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, cet. ke-3 (Jakarta:

Pustaka Firdaus, 2001), him.238-239.
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Quraisy. Keturunan Quraisy dari suku Mudar, cikal bakal dan paling
perkasa, banyak jumlahnya. Solidaritas dan kebangsawanannya membuat

. .2
mereka disegani.”

Sedangkan Abul A’la al-Maududi memasukkan syarat calon

kepala negara adalah:

. Laki-laki

Disyaratkannya seoarang laki-laki untuk menjabat kepala negara
(al-imam al-a’zam) karena memandang bahwa tugas kepala negara sangat
berat mulai mengurus pemerintahan sampai menjadi pemimpin pasukan di
medan perang, semua tugas tersebut sangat berat sebab selain harus
memiliki kepandaian juga fisik yang kuat. Oleh karena membutuhkan
tenaga yang ekstra maka kepala negara hanya dapat dipegang seorang laki-

laki.*° Didalam al-Qur’an Allah berfirman

el o O gl B Jl i

. Mushm

Agama Islam melarang menyerahkan kekuasaan yvang menangani
urusan-urusan Islam kepada selain orang Islam. Hal tersebut berdasarkan

firman Allah SWT ;

ol M5 oy ag B 033 o sl g BN e B sy Y
32_9_!5‘:&&&“}‘

? Ibid,, him. 239.
%% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Islam., him. 11.

! An-Nisa’ (4) : 34
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Maka syarat-syarat di atas akan penyusun jadikan acuan dalam rangka

menguraikan persoalan syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu yang
menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang sesuai
dengan penelitian ini meliputi tulisan-tulisan serta karya al-Mawardi
khususnya dan para pemikir muslim pada umumnya yang sesuai dengan

objek bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif analitik, vaitu  menuturkan,

menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji

*2 Ali Imran (3) : 28.
* An-Nisa® 4):5.

* Al-Anfal (8) : 72.
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sekaligus menginterpretasikan data tersebut.®> Dimana data-data tentang
syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi secara umum ditelusuri
dan dipaparkan, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sampai
sejauh  mananya dengan politik (siyasah) Islam dan dapat
ditransformasikan dalam kehidupan sekarang.

3. Pendekatan Masalah
Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa
yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini mempergunakan
pendekatan sejarah (historical approach).®® Dengan demikian dapat
diketahui kehidupan dan pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan kondisi
sosio-historis yang melatarbelakanginya saat itu.

4. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari
sumber data buku Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Adab ad-
Dunya wa ad-Din, Nasthah al-Muluk.

5. Pengumpulan Data
Tahap operasionalnya adalah dengan memisah dan memilih serta mengkaji
secara kritis berbagai literatur dengan memfokuskan pada bahasan
pemikiran tentang syarat kepala negara. Setelah diperoleh hasil telaah dari

berbagai literatur, kemudian dikaitkan dengan pemikiran politik al-

** Nana sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya lmiah: Makalah-Skripsi-Thesis-Desertasi,
cet. . ke-5 (Bandung: Sinar Baru Alsindo, 1999), him. 77.

*® Penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan dan pengalaman masa lalu dengan
mempertimbangkan secara cermat validitas summber-sumber tersebut. Moh Nazir, Metode Peneli-
tian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 55-56.
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Mawardi secara umum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi
obyektif, kritis, komprehensif dan proporsional.
6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis konsep yang terkait dengan

permasalahan, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu analisis yang

berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk kemudian
mencapai kesimpulan umum. Penelitian ini berangkat dari uraian sejarah
hidup al-Mawardi dan perjalanan politiknya, kemudian diformulasikan ke
dalam suatu kesimpulan konsep yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara
sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang
latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini,
tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik yang dipakai sebagai acuan
dasar ketika melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, dan metode
penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian
sampai pada titik akhir pembahasan dan sistematika pembahasan, agar
pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis

Bab kedua, yaitu menerangkan tentang tinjauan umum tentang kepala
negara dalam Islam yang meliputi; penertian kepala negara, dasar hukum dan

tujuannya, kedudukan kepala negara, sejarah perkembangan kepala negara
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Bab ketiga, yaitu menguraikan biografi atau riwayat hidup al-Mawardi
serta pandangannya tentang syarat kepala negara yang meliputi kelahiran,
pendidikan, dan karya-karya ilmiah serta pandangannya tentang syarat kepala
negara.

Bab keempat, merupakan bab inti. Disini penyusun akan menganalisis
pemikiran al-Mawardi tentang syarat kepala negara yang meliputi syarat yang
bersifat fisik dan syarat yang bersifat non fisik dan relevansinya dengan situasi
saat ini.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran..




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

I.

Menurut al-Mawardi, seorang calon kepala negara harus mempunyai

tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu

a.

b.

g.

Adil yang memenuhi semua kriteria

Mempunyai ilmu pengetahuan, yang membuatnya dapat
melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang
timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.

Sehat dan lengkap pancainderanya, sehingga ia dapat menangkap
dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.

Tidak ada kekurangan pada anggota tubuh, sehingga tidak
menghalangi kinerjanya dalam melakukan aktifitas kenegaraan.
Visioner, agar ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan
rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.

Berani.

Nasab dari suku Quraisy.

Jika syarat yang ditetapkan al-Mawardi dihubungkan dengan ke

pemimpinan di Indonesia, maka pemikiran al-Mawardi tentang syarat

bagi seorang calon kepala negara belum mungkin di implementasi

dalam bentuk UU RI No 23 TH 2003, tentang Pimilihan Umum

74
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Presiden dan Wakil Presiden, karena tujuh syarat yang ditetapkan oleh

al-Mawardi, enam di antaranya relevan atau sesuai dengan UU RI No

23 TH 2003. Enam syarat tersebut adalah adil, berani,

berpengetahuan, visioner, sehat pancaindera, tidak cacat anggota

badannya. Sedangkan harus keturunan Quraisy, tidak bisa untuk di

implementasikan di Indonesia.

B. Saran-saran

Satu hal yang ingin penyusun kemukakan di sini, bahwa panelitian ini
sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. Berbagai penelitian yang meliputi
aspek filosofis dan seterusnya, juga belum tercakup dalam penelitian ini. Oleh
karena itu, penelitian ini masih perlu disempurnakan.

Oleh karena itu bagi mereka yang merasa tertarik pada pemikiran al-
Mawardi, hendaknya memperlebar areal kajian, sehingga kesimpulan-
kesimpulan yang diambil benar-benar sempurna dan lebih berkualitas.

Akhinya, kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun

sangat penyusun harapkan, sebagai langkah perbaikan di masa yang akan

datang.
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Him

F.N.

Terjemahan

BAB1

14

Laki-laki pemimpin bagi perempuan. An-Nisa’ (4) : 34

15

Jangan orang-orang mu’min mengambil orang-orang

arang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari

afir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min.
ertolongan Allah Ali Imran (3): 28.

33

elum sempurna akalnya, harta (mereka berada dalam
ekuasaanmu) yang dijadikan  Allah sebagai  pokok
kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah
kepada mereka kata-kata yang baik. An-Nisa (4): 5.

kz Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

15

34

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan
orang-orang yang memberiakn tempat kediaman dan
pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu
sama lain lindung melindungi. Al-Anfal (8): 72.

BAB 11

19

Dialah yang menjadikan kamu Khalifah-khalifah di muka
bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya
menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang yang kafir tidak
akan menambah kemurkaan di sisi Tuhannya dan kekafiran
orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah
kerugian mereka semata. Fatir (35): 39.

20

10

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek)
menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya,
maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Maryam (19): 59.

20

11

Dan telah kami janjikan kepada Musa (Memberikan
Taurat) setelah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami
sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi),
maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya empat
puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu
Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan
perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang
yang membuat kerusakan”. al-A’raf (7): 142

21

13

Kaum Musa berkata: “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun)
sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang .
Musa menjawab: “Mudah-mudahan Allah membinasakan
musuhmu dan menjadikan khalifah di muka bumi (Nya), maka
Allah akan melihat perbuatanmu. Al-A’raf (7): 129.

21

14

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu vang Allah telah
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang




kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu’min.
Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari
pertolongan Allah Ali Imran (3): 28.

36

62

Adapun orang-orang yanbg Kkafir, sebagian mereka
menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para
muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan
Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan
kerusakan yang besar. Al-Anfal (8): 73

64

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
erempuan. An-Nisd’ (4) : 34

66

Tidak akan bahagia suatu jika menyerahkan masalahnya
kepada wanita

71

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada didalam
kekuasaanmu) yang dijadikan allah sebagai pokok kehidupan.
Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

42

77

Jadilah kamu orang-orang menegakkan keadilan. An-
Nisa’ (4): 135.

BAB 111

53

26

Para pemimpin itu adalah dari kalangan suku Quraisy.

BAB IV

55

Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan
keadilan.An-Nisa’ (4): 135.

58

12

Sesuatu yang tetap dari diri seseorang yang merupakan
sesuatu yang lurus dan adil adalah lawan dari lahir.

58

14

Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. An-
Nisa’ (4) : 58.

58

15

Berlaku adillah, karena berlaku adil itu mendekatkan diri
dari tagwa. Al-Maidah (5) : 8

38

16

Dan tidak diterima suatu tebusan

58

17

Adil adalah menghiasi diri dari fardu-fardu dan
ﬁzeutamaan-keutamaan serta menyepikan diri dari kemaksiatan,
chinaan dan segala hal yang menghilangkan harga diri.

59

21

Tiga orang yang do’anya tidak ditolak: Orang yang
berpuasa hingga berbuka, Pemimpin yang adil, orang yang
teraniaya.

62

27

Hai Abu Zar, sesungguhnya aku melihatmu dalam
Ikeadaan lemah, sesungguhnya aku senang padamu, sesuatu
yang aku senangi, dan janganlah kamu memerintah atas dua
orang, dan janganlah kamu menguasai harta anak yatim.HR.
Muslim.

35

Manusia mengikuti kepada orang Quraisy, yang muslim
mengikuti kepada muslimnya, yang kafir mengikuti kepada
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vang kafirya. HR. Muslim.

70

43

Sesunggunhnya orang yang paling mulia di antara kamu

di sisi Allah adalah orang yang bertaqgwa di antara kamu.
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Abul a’la Al Maududi

Abul @’la Al Maududi lahir di Aurangabad, India 25 Septembar 1903, ia seorang
pemikir dan perombak sosial, huk,um dan konstitusi termasuk politik
pemerintahan.

AL Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, lahir di
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